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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :890-SK/0!$2> /BPSDMD/2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Menimbang

Mengingat

o

PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN;

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2011 tentang
pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
Bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tersebut sebagai pedoman
dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sumsel;

Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan ;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROV. SUMSEL

JUDUL SOP

NOMOR SOP

Penyusunan Undangan Rapat Persiapan Diklat

K 0029/ Hpomy /1 [ 2019

Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan

2. | bikiat Aloo 25V Boomdl 1/ 7Y

3. | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat M o053/ e359me /| [ 219

4. | Penyusunan SKPP/SKPH w2055 BRHMY/ (] 2019

5. | Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Diklat A lpo 254/ me5my [ 1] P9
6. | Permintaan Tenaga Pengajar Al 90 255/ 9e59m9 1\ 9019
7. | Penyusunan Modul Diklat Al ou 35/ PR MY/ 1 [ 219

8. | Penyusunan Kurikulum dan Silabi Diklat K/ 0095Y/ 059m0 [\ (Y
9. | Penyusunan Laporan Pembukaan Diklat K[ 00 2SB/ 0795009/ Ll Y
10. | Penyusunan Sambutan Pembukaan Diklat M 0253/ 2r050M9 [\ [ 09
11. | Pelaksanaan Pretest Diklat A pu7% 0 2R T | 2019
12. | Pelaksanaan Post Test Diklat tl vorbt] Brgagme [ ] 229
13. | Penyusunan Laporan Penutupan Diklat A B0 ©2050m9 / 1/ 209
14. | Penyusunan Sambutan Penutupan Diklat A po sl $020M9(t (700
15. | Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Al o 2b4 [ eRHMY [\ /o3
16. | Evaluasi Tenaga Pengajar Diklat Kl b 2657 B0XMY /1 [ 204
17. | Evaluasi Materi Diklat Ml g0 Ao/ eo9mo [\ /%Y
18. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat Al 00 263 [ @m0/ |99
19. | Penyelenggaraan Seminar Proyek Perubahan M vo 749 005909 (1) 09
20. | Penyelenggaraan Observasi Lapangan B[ oo 298/ 050m0l 1 [ 049
21. | Penyediaan Ruang Kelas 0l o 2P/ @259/ / 19
22. | Penyediaan Alat Bantu Latihan Diklat 9 (b0 N (095091 309
23. | Penyediaan Asrama #0021/ o159/ / 2019
24. | Penyediaan Ruang Tamu B (00 2 7Y e/l [V
25. | Penyediaan Ruang Tunggu Tenaga Pengajar /00 2M/29M) Aflo 9
26. | Penyediaan Ruang Makan dan Snack f?lvo?’)s’i s L) /;bm
27. | Penyediaan Ruang Rapat 0l vwar/ p;%@wtp/lr [ %19
28. | Penyediaan Perlengkapan Sound System 9 oo 31 10999/« [ 049
29. | Pemeliharaan Gedung 0002 B [We99MO/\ [ 7019
30. | Penyusunan Rencana Strategis CJoor P/ ¢ROM) i[9
31. | Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) C/ po2p0 [ H090M9 /1 0
32. | Penyusunan Laporan Kinerja c (0629 [ MHOMY(\ /a1
33. | Penyusunan Perjanjian Kinerja C 003 vspmg L | 23
34, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah L (6098 HEpAY W {0y

Daerah (LPPD)




Penyusunan Laporan Keterangan

=5 Pertanggungjawaban (LKPJ) C [ov2gu | mroma/L/ 319
36. | Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan Clo0285/misymy/ L[ 200
37. | Komite Penjamin Mutu Diklat e/ 00286/ HI9INY/ 1/ 7019
38. | Pengajuan SPP, SPM-UP 000287/ 2099MY( | { %WV
39. | Pengajuan SPP, SPM-GUP 0/ 00299 [ bsomy/ [ 206
40. | Pengajuan SPP, SPM-TUP 0/ b0 293/ B9y ( \ | 015
41. | Pengajuan SPP, SPM-LS Gaji Induk 0/003%0/ H05my (1) DY
42. | Pengajuan SPP, SPM-LS Kekuarangan Gaji 0/ ov28\/ HQ50m) [ L/ ®Y
43. | Pengajuan SPP, SPM- Gaji Susulan 0/ vo 2/ Mosom9 (1 / B
44. | Pengajuan SPP, SPM-LS Barang dan Jasa /095 { P059mp /1 /2010
45. | Laporan Keuangan Berdasarkan SAI 0/t Pu[H09949 [\ [ 2019
46. | Pengelolaan Surat Masuk &/ o0 M5/ %059\ [ 2019
47. | Pengelolaan Surat Keluar /o0 996/ © 0599 1 [ 213
48. | Daftar Urut Kepangkatan %/ W;}vp}[ H05mg (1 [ 04
49. | Daftar Gaji Berkala | 00?8 [ H%59m9 (L [ 19
50. | Penerbitan Usul Kenaikan Pangkat Reguler ol 00 Bro9ma ([ 209
51. | Penerbitan Usul Kenaikan Pangkat Fungsional £ vorn [ 220M) [ [ 708
52. | Mutasi Pegawai g [ 00201/ 999019 [ [ 9013
53. | Penerbitan Usul Pensiun € (o 22 DO [ L2




Nomor SOP c /00276 / wesonp / 1/ 2009
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
' Tgl Revisi 28 Januoel 109
Tgl efektif 7| daquon 09
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Peng m Sumber Daya
Manusia Daerah Prounsi-suntatera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN n‘y‘
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAWI HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan | 1. Pendidikan minimal Strata 1
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Renstra
2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai | 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Negeri Sipil; 4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Laporan Kinerja 1. RPJMD, RKPD, RENJA, PK, dan RKT
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 2. Komputer
3. ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Memerintahkan Sekretaris untuk

1 Q Memo / Disposisi
menyusun renstra
o |
Memerintahkan Kasubbag Perencanaan Eormidic draft
2 |Evaluasi dan Pelaporan menyiapkan Renst 10 Menit Disposisi
format draft Renstra | enstra
3 Membagllkan format draft Renstra ke Formulir draft 5Hari | Rekap draft Renstra
Kepala Bidang Renstra
4 Mengisi format draft Renstra dan
menyampaikan kembali
Merekap format draft Renstra dari Kepala
5 |[Bidang dan menyampaikannya ke
Sekretaris
6 |Meneliti dan menyetujui rekap Renstra Tidak Draft Renstra 2 Jam Disposisi
ya ida
7 Menyampaikan draft Renstra kepada
Kepala Badan |
8 |Meneliti dan menyetujui untuk dirapatkan 4 Draft Renstra 2 Jam Draft Renstra
Y tidak
9 |Rapat penyusunan Renstra Draft Renstra 3 Hari Draft Renstra
Memperbaiki draft Renstra sesuai dengan . Draft Renstra hasil
10 hasil rapat £ Draft Renstra 1 hari reviet
. ya Draft Renstra hasil g
11
Mengoreksi dan memaraf \/ ros my ravial 3 hari Renstra
55 3 \
12 Menyetujui dan menandatangi Draft Cb Renstra 1 hari Renstra Final

Renstra




Nomor SOP C/0o2%0 / BsoWD /1 [/ 209
. Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
_Tgl Revisi 2B dowaet 209
| Tgl efektif 5 oo 109
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengemhangag Sumber Daya
Manusia Daerah Provins yra Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAW Y7
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan | 1. Pendidikan minimal Strata 1
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Renja
2. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan | 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis 1. RPJMD, RKPD, RENJA, PK, RKT, dan Renstra
SOP Penyusunan Laporan Kinerja 2. Komputer
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 3. ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Menugaskan Kasubbag Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan untuk menyusun
draf RENJA

Memo / Disposisi

Disposisi Sekban

Membuat format isian dan menugaskan

staf untuk menyampaikan ke sekretariat Memo / Disposisi 1 Hari Format Isian Format dari BAPPEDA

dan bidang

Meminta data yang diperlukan kepada

Bidang dan Sekretariat dan . ; Format yang sudah diisi
3 g .

menyerahkan ke Kasubbag Perencanaan Fetatision i Data oleh Bidang dan Sekretariat

evaluasi dan pelaporan

Mengolah data dan menyusun Draft Rekapitulasi Data

RENJA sebagai bahan Rapat teknis Data 1 Minggu | Dari Bidang dan Sebagai bahan Ratek

OPD Sekretariat

Mendapatkan hasil rapat teknis sebagai . ; ; Berita Acara

bahan RENJA hasil rapat teknis Rikan rapat teknis

Menyempurnakan rancangan renja

sesuai dengan masukan hasil ratek dan Draf RENJA 1 Hari Draf RENJA

menyampaikan ke sekretaris

Meneliti dan menyetujui draft renja dan T — Draf RENJA 1 Hari Draf RENJA Draf RENJA yang sudah

menyampaikan ke Kepala Badan diparaf Sekban

Meneliti dan Menandatangani Draf Draf RENJA 1 hari RENJA RENJA yang sudah

RENJA

ditandatangani Kaban




PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP c/ 0078 [ eesomp/ |/ 109

Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi 2% Joovael 20\9
| Tgl efektif 2 Jonvpel 0\9
Disahkan Oleh Pit. Kepala Badan Pengephkangan Sumber Daya

Manusia Daerah Prov @1 atera Selatan,

AANAN, M.Pd
INGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pendidikan minimal Strata 1

2. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Laporan Kinerja
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana

Keterkaitan

SOP Penyusunan Rencana Strategis
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja)
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

Peralatan/Perlengkapan

1. RPJMD, RKPD, RENJA, Renstra, PK, dan RKT
2. Komputer

3.ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Menugaskan Kasubbag Program untuk
menyusun draf Laporan Kinerja

Memo / Disposisi

Disposisi Sekban

Membuat format untuk diisi oleh
Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai

Sesuai Permen PAN &

materi/bahan Laporan Kinerja dan Memo / Disposisi 1 hari Format Isian Reformasi Birokrasi
menugaskan staf menyampaikan kepada No.29 Tahun 2010
secretariat dan Bidang-bidang
Menyampaikan format isian Laporan !
Kinerja kepada sekretariat dan bidang- | . '
2 hari Dat
bidang untuk diisi dan menyerahkan I_:l Format sian as
kepada Kasubbag program
Mengolah data dan informasi yang
diterima kemudian menyusun draf [ Data 1 Minggu Draf Laporan Berkonsultasi dengan
Laporan Kinerja dan meneruskannya ke 1 Kinerja Kaban dan Sekban
Sekban A
Moasliti draf Laporan Kinega:dan Draf Laporan Kinerja| 1 Hari Draf‘l_ap‘oran Sudah diparaf Sekban
meneruskan ke Kaban, Kinerja
v ]
i . Laporan Kinerja
Meneh den manandstengsnl draf Draf Laporan Kinerja| 1 Hari Instansi

tersebut

Pemerintah




Nomor SOP C/ 002%2 / Besom0 /\/ 209
Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi 26¢ Janvaer Z0\g

 Tgl efektif 2| Janvay 109
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengeptbangan Sumber Daya

Manusia Daerah Provtera Selatan
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAJYI HANAN, M.Pd
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan | 1. Pendidikan minimal Strata 1
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memiliki pemahaman tentang Tupoksi BPSDMD
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang | 3. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Perjanjian Kinerja
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan | 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis 1. Dokumen Renstra
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja) 2. Dokumen Renja
SOP Penyusunan Laporan Kinerja 3. Dokumen IKU
4. Komputer/laptop
5. ATK dan dokumen pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Menugaskan Kasubbag Program untuk
menyusun Perjanjian Kinerja Eselon Il

Memo / Disposisi

Disposisi Sekban

A
Menyusun Draf Perjanjian Kinerja dan I ; i : Draf Perjanjian . kb
meneruskan ke Sekban I_/ Memo / Disposisi 2 hari Kinerja Konsultasi dengan Sekban
Meneliti draf Perjanjian Kinerja dan V\ Draf Perjanjian i IHiath Draf Perjanjian Sudah diparaf Sekban
meneruskan ke Kaban, </ Kinerja Kinerja
Meneliti dan menandatangani draf Draf Perjanjian 1Hari |Peranjian Kinerja Perjanjian Kinerja sudah

tersebut

Kinerja

ditandatangani Kaban




Nomor SOP C/ 00283/ BSUIM) / \ /2019
Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi 28 Januod 209
 Tgl efektif 5 davvan 2019
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembg umber Daya Manusia
Daerah Provinsi puma Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAWIHANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Keterkaitan

SOP Penyusunan Rencana Strategis
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja)
SOP Penyusunan Laporan Kinerja

1. Pendidikan minimal Strata 1

2. Memiliki pemahaman tentang Tupoksi BPSDMD

3. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan LPPD

4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Renstra, Renja dan Form LPPD
2. Laporan realisasi keuangan dan Kinerja
3. Komputer/laptop dan dokumen pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Menugaskan Kasubbag Program untuk
menyusun draf LPPD

Memo / Disposisi

Kasubbag Program
bekerjasama dengan
Kasubbag Umum dan

Kepegawaian serta
Kasubbag Keuangan

Menugaskan staf untuk meminta data ke

. . Memo / Disposisi 1 hari Format Isian Format dar Pemda
bidang dan sekretariat
Meminta data yang diperlukan dalam
penyusunan draft Penyusunan LPPD |_.__" - tlsi 2 hari Data
sesuai format isian kepada Bidang dan 1 | SRS
sekretariat
Mengolah data dan menyusun draf LPPD 1 Minaau D Berkonsultasi dengan Kaban

raf LPPD
dan meneruskan ke Sekban l Dt 9 dan Sekban
,:
. Y

:fege“" det LPED den:menemsken;ke <> Draf LPPD 1 Hari Draf LPPD Sudah diparaf Sekban

aban

N

Meneliti draf LPPD dan menandatangani (_—b Draf LPPD A ol LPPD

draf LPPD




Nomor SOP c 00a8Y /Bpsomd /T /2009
Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 anvARL 2019
| Tgl efektif 2 Aanver 1o
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Penger gan Sumber Daya
Manusia Daerah Proy; atera Selatan
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ‘
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRA{THANAN, M.Pd
PEMBINAY
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang | 1. Pendidikan minimal Strata 1
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memiliki pemahaman tentang Tupoksi BPSDMD
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang | 3. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan LKPJ
Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Daerah; 5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan Rencana Strategis
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja)
SOP Penyusunan Laporan Kinerja

1. Dokumen Renstra, Renja dan Form LKPJ
2. Laporan realisasi keuangan dan Kinerja
3. Komputer/laptop dan dokumen pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman
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Nomor SOP < S

Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
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Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengemn ;:- gan Sumber Daya

Manusia Daerah Provi

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Drs. SYAHRAW ANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan ' Nama SOP Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan

Dasar Hukum ‘ Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan | 1. Pendidikan minimal Strata 1 o
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman | 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: 4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan:
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis 1. Dokumen RPJMD, Renstra dan Renja
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja) 2. Komputer/laptop
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 3. ATK dan dokumen pendukung lainnya

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan .
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD




Nomor SOP &/ 00286/ BXOWMD (T /103
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 23 gAmuat 2019
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Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembarmgaq Sumber Daya

Manusia Daerah Provin % Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN n"’
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHR
PEMBINA
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Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Komite Penjaminan Mutu Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman | 1. Pendidikan minimal Strata 1
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:; 2. Memiliki pemahaman tentang Tupoksi BPSDMD Prov. Sumsel
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang | 3. Memiliki pemahaman tentang cara penjaminan mutu diklat
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan | 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman
Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Evaluasi Penyelenggara Diklat 1. Kuesioner/lembar Evaluasi
SOP Evaluasi Tenaga Pengajar 2. Komputer
SOP Evaluasi Materi Diklat 3. ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur . bidang Ket
Iomie Penyelenggara AP Kelengkapan Waktu Output
Penjamin Mutu y - 99 Badan gap P
diklat
Mengumpulkan informasi awal - Dokumen aturan 15 menit Arahan
st ;. SSSRES !
Memeriksa hasil audit sebelumnya * laporan sebelumnya | 60 menit dokumen
Membuat rencana kerja untuk tiap K4 _# _ ; ;
penyeleriggaraan Gkt * Konsep kegiatan 30 menit dokumen
Mempersiapkan instrumen audit ‘ — instrumen 15 menit instrumen
Menyampaikan penjelasan kepada bidang
penyelenggara tentang audit \7—.- outline kegiatan 30 menit pedoman
penyelenggaraan diklat !
Melakukan audit dengan menggunakan ﬁ — 120 menit laporan
instrumen :
Mendokumentasikan hasil audit — laporan 60 menit laporan
g ~ 1
Menyampaikan laporan audit & laporan 15 menit laporan
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